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ASN Tambrauw mendapatkan Rusunawa Dari Kementrian PUPR 

 

 

 

Pemerataan pembangunan di Papua Barat khususnya rumah yang layak huni menjadi perhatian 

serius dari Pemerintah Pusat. Pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan 

Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangunan rumah 

susun sewa (Rusunawa) untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Papua Barat. 

 

Kepala Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat, PM. 

Dessyarmeda Killian menjelaskan bahwa telah menyelesaikan beberapa pembangunan rumah 

susun sewa dan rumah khusus untuk masyarakat di Papua Barat. Salah satu daerah yang mendapat 

bantuan Rusunawa adalah Kabupaten Tambrauw. Pembangunan Rusunawa dilakukan berdasarkan 

usulan dari Pemerintah Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan data yang dimiliki SNVT Penyediaan 

Perumahan Provinsi Papua Barat, pembangunan Rusunawa ASN ini dilaksanakan pada tahun 2018 

lalu. 

 

Rusun yang diperuntukkan bagi ASN Kabupaten Tambrauw ini dibangun sebanyak satu tower 

dengan ketinggian dua lantai. Total unit Rusunawa yang dibangun sebanyak 32 unit dengan tipe 

hunian 36 meter persegi. Setiap unit Rusunawa ini terdiri dari ruang tamu, dua kamar tidur, kamar 
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mandi dan dapur. Kami juga telah melengkapi Rusunawa ini dengan meubel dan saluran air bersih 

sehingga para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Total anggaran untuk pembangunan Rusunawa 

tersebut adalah Rp 9,829 Milyar. 

Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat PM. Dessyarmeda Killian juga telah 

melakukan serah terima kunci Rusunawa secara langsung kepada Bupati Tambrauw, George Asem 

di Rusunawa ASN yang berada di Kompleks Perkantoran Pemkab Tambrauw, Distrik Fef, 

Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat. SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat 

berharap pihak Pemkab Tambrauw bisa segera meminta para ASN untuk segera menghuni 

bangunan Rusunawa ini. 

Bupati Tambrauw George Asem mengapreasiasi program pemerintah pusat tersebut dan sangat 

berterima kasih kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR 

yang telah membangun Rusunawa tersebut. George Asem menambahkan bahwa bangunan vertikal 

Rusunawa tersebut layak untuk dihuni para pegawai yang bertugas di Pemkab Tambrauw. 

Pemerintah Kabupaten Tambrauw berharap ke depan bisa mendapatkan tambahan Rusunawa 

karena masih banyak ASN di Kabupaten Tambrauw yang belum memiliki rumah sendiri. 

 

Sumber Berita: 

1. https://medcom.id, Rusunawa untuk ASN di Papua Barat Senilai Rp9 M, Kamis, 18 Juli 2019; 

2. https://sinarharapan.net, ASN Kabupaten Tambrauw Diberi Rusunawa, Kamis, 18 Juli 2019; 

3. https://liputan6.com, Kementrian PUPR Bangun Rusunawa PNS di Papua Barat, Kamis, 18 Juli 

2019; 

4. https://properti.kompas.com, Rusunawa ASN Di Papua Barat Sudah Bisa Dihuni, Kamis, 18 Juli 

2019; dan 

5. https://gpriority.com, ASN Tambrauw mendapatkan Rusunawa Dari Kementrian PUPR, Jumat, 

19 Juli 2019. 

 

 

 

https://papuabarat.antaranews.com/
https://sinar/
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Catatan : 

➢ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah. 

Pasal 1 angka 20 

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, 

dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian. 

 

Pasal 68 

(1) Hibah Barang Milik Negara/Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, 

budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial, dan 

penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah.  

(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:  

a. bukan merupakan barang rahasia negara; 

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan 

c. tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dan penyelenggaraan 

pemerintahan negara/daerah.  

(3) Ketentuan mengenai kriteria kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, 

pendidikan yang bersifat non komersial, dan penyelenggaraan pemerintahan negara/daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

 

Pasal 69  

(1) Hibah dapat berupa:  

a. tanah dan/atau bangunan:  

1. yang berada pada Pengelola Barang, untuk Barang  Milik Negara; 

2. yang telah diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah; 

b. tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang; atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Penetapan Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan 

dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh:  

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 
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b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sesuai batas kewenangannya.  

(3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:  

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara; atau 

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang 

Milik Daerah.  

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:  

a. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara; atau 

b. Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang 

Milik Daerah.  

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh:  

a. Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang;  

b. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang, untuk Barang Milik 

Negara yang berada pada Pengguna Barang; atau 

c. Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang 

Milik Daerah.  

 

Pasal 70   

(1) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan ayat 

(5) huruf a dilaksanakan dengan tata cara:  

a. Pengelola Barang mengkaji perlunya Hibah Barang Milik Negara berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

b. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang 

akan dihibahkan sesuai batas kewenangannya;  

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat 

(1), Pasal 55 ayat (3), Pasal 57 ayat (1), dan Pasal 58 ayat (1); dan  

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara 

serah terima barang.  

(2) Hibah Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dan ayat 

(5) huruf b dilaksanakan dengan tata cara:  
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a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah kepada Pengelola Barang disertai dengan 

pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi Pengguna 

Barang; 

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Negara berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pengelola Barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui usul Hibah yang diajukan 

oleh Pengguna Barang sesuai batas kewenangannya;  

d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola 

Barang; dan  

f. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara 

serah terima barang.  

 

Pasal 71  

(1) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a dan huruf 

b dilaksanakan dengan tata cara:  

a. Pengguna Barang melalui Pengelola Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota disertai dengan 

pertimbangan dan kelengkapan data;  

b. Gubernur/Bupati/Walikota meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah 

berdasarkan 

b. pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Gubernur/Bupati/Walikota dapat menyetujui dan/atau menetapkan Barang Milik Daerah 

berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;  

d. proses persetujuan Hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 55 ayat 

(2), Pasal 55 ayat (3), dan Pasal 57 ayat (2);  

e. Pengelola Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan 

Gubernur/Bupati/ 

f. Walikota; dan  
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g. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara 

serah terima barang.  

(2) Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c 

dilaksanakan dengan tata cara:  

a. Pengguna Barang mengajukan usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan kepada Pengelola Barang disertai pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil 

pengkajian tim intern instansi Pengguna Barang;  

b. Pengelola Barang meneliti dan mengkaji usul Hibah Barang Milik Daerah berdasarkan 

pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68;  

c. apabila memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

Pengelola Barang dapat menyetujui usul Hibah Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 

bangunan sesuai batas kewenangannya;  

d. Pengguna Barang melaksanakan Hibah dengan berpedoman pada persetujuan Pengelola 

Barang; dan  

e. pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara 

serah terima barang. 

 

➢ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 

Milik Daerah. 

Pasal 3   

Barang milik daerah meliputi: 

a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau 

b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

 

Pasal 6 

Barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 

a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; 

b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak; 

c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap; atau 
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e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah. 

 

Pasal 9 

(1) Gubernur/Bupati/Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. 

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

berwenang dan bertanggung jawab: 

a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah; 

b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan barang milik daerah; 

c. menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah; 

d. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;  

e. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan 

DPRD;  

f. menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah 

sesuai batas kewenangannya;  

g. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan; dan  

h. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama penyediaan 

infrastruktur. 

 

Pasal 78 

(1) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan oleh: 

a. Pengelola Barang dengan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk barang milik 

daerah yang berada dalam penguasaan Pengelola Barang; dan 

b. Pengguna Barang  dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk barang milik daerah berupa 

sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang, dan 

selain tanah dan/atau bangunan.  

(2) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan 

memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.  

(3) Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan 

tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.  

(4) Pemanfaatan barang milik daerah dilakukan tanpa memerlukan persetujuan DPRD. 

 



Subbagian Hukum BPK Provinsi Papua Barat hal. 8 
 

 

Pasal 81 

Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah berupa: 

a. Sewa; 

b. Pinjam Pakai; 

c. KSP; 

d. BGS atau BSG; dan 

e. KSPI. 

 

Pasal 82   

Mitra Pemanfaatan meliputi: 

a. penyewa, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Sewa; 

b. peminjam pakai, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk Pinjam Pakai; 

c. mitra KSP, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSP; 

d. mitra BGS/BSG, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk BGS/BSG; dan 

e. mitra KSPI, untuk pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk KSPI.  

 

Pasal 83  

Mitra Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 memiliki tanggung jawab: 

a. melakukan pembayaran atas pemanfaatan barang milik daerah sesuai bentuk pemanfaatan; 

b. menyerahkan hasil pelaksanaan pemanfaatan sesuai ketentuan bentuk pemanfaatan; 

c. melakukan pengamanan dan pemeliharaan atas barang milik daerah yang dilakukan 

pemanfaatan dan hasil pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;  

d. mengembalikan barang milik daerah setelah berakhirnya pelaksanaan; dan  

e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditentukan dalam perjanjian pemanfaatan barang milik 

daerah. 

 

Pasal 84  

(1) Objek pemanfaatan barang milik daerah meliputi:  

a. tanah dan/atau bangunan; dan 

b. selain tanah dan/atau bangunan.  
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(2) Objek pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan untuk sebagian atau keseluruhannya.  

(3) Dalam hal objek pemanfaatan barang milik daerah berupa sebagian tanah dan/atau bangunan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), luas tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek 

pemanfaatan barang milik daerah adalah sebesar luas bagian tanah dan/atau bangunan yang 

dimanfaatkan.  

 

Pasal 112  

(1) Penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan: 

a. mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan 

penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;  

b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna 

Barang; dan/atau  

c. mencegah penggunaan barang milik daerah oleh pihak lain secara tidak sah.  

(2) Penyewaan barang milik daerah dilakukan sepanjang tidak merugikan pemerintah daerah dan 

tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

  

Pasal 113  

(1) Barang milik daerah yang dapat disewa berupa:  

a. Tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna Barang kepada 

Gubernur/Bupati/Walikota;  

b. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh Pengguna Barang; dan/atau 

c. selain tanah dan/atau bangunan. 

(2) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh 

Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota.  

(3) Sewa barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c 

dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.  

(4) Pihak lain yang dapat menyewa barang milik daerah, meliputi: 

a. Badan Usaha Milik Negara; 

b. Badan Usaha Milik Daerah; 

c. Swasta; dan 
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d. Badan hukum lainnya. 

(5) Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, antara lain: 

a. perorangan; 

b. persekutuan perdata; 

c. persekutuan firma; 

d. persekutuan komanditer; 

e. perseroan terbatas; 

f. lembaga/organisasi internasional/asing; 

g. yayasan; atau 

h. koperasi. 


